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Abstrak
 

Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi penetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai subjek dan atas

Penghasilan OJK sebagai objek pajak. Analisis dilakukan karena DJP menetapkan OJK sebagai Subjek

Pajak Penghasilan dan pungutan yang dilakukan OJK terhadap sektor jasa keuangan adalah objek pajak

penghasilan, hal tesebut dapat menimbulkan isu pajak berganda (double tax) dikarenakan atas sisa pungutan

tahun berjalan dan anggaran tahun berikutnya harus disetorkan OJK Ke Kas Negara. Penelitian ini

menggunakan teori kedaulatan negara untuk mengevaluasi apakah penetapan tersebut telah berjalan sesuai

undang-undang. Studi kasus menjadi metode yang dipilih bertujuan agar dapat memperdalam penelitian

fenomena penetapan tersebut secara lebih dalam dan dapat memberikan saran bagi Otoritas Jasa keuangan

dan Direktorat Jenderal Pajak. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan studi dokumen. Penelitian

ini mendapatkan temuan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan yang memiliki fungsi menjalankan

salah satu tugas pemerintahan bukanlah subjek pajak murni dan penghasilan pungutan Otoritas Jasa

Keuangan merupakan bagian dari PNBP sehingga tidak tepat jika dijadikan objek pajak.

......This research was conducted to examine the determination of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as a tax

subject and object by the Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP determines levies by the OJK on the

financial sector related to tax objects, this can lead to double taxation problems depending on the remaining

levies of the current year and the following year's budget must be submitted by the OJK to the Treasury.

This study uses the state sovereignty theory to request that this stipulation is under statutory regulations.

Case studies are the chosen research strategy to deepen the study of this determination phenomenon more

deeply and can provide advice to the OJK and the DJP. Data were collected by interview method and

document study. This study found that the OJK as a body that has the function of one of the purely

administrative tasks and the translation of the OJK levy is part of PNBP so that it cannot be used using

object tax.
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